
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 65/Permentan/OT.t4Ol1 2/20t0

TENTANG
STANDAR PELAYANAN II/IINIII'AL BIDANG KETAHANAN PANGAN

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHII.IATTUHAN YANG MAHA ESA

II'ENTERI PERTANIAN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayar (2) huruf m dan pasa I
Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahh 2007 tentang pembagian
Urusan Aniara Pemerntah, Pemerintahan Oaerah provnsi, dan
Pemerniahan Daerah Kabupalen /Kota kelahanan panqan
merupakan urusanwajibl

3 .

2.

bahwa keberhasilan urusan
berdasa*an targel capaian
Standar Peayanan l\4inimal
dan Kabupaten/Koia yang

watlb ketahanan pangar tercermin
tenis pelayan dasar dan lndikator
b dang kelahanan pangan Provinsi
pelaksanaannya dilaklkar secaE

c. bahwa sehubungan dengan hal lersebul di atas dan agar
pelaksa.aan urusan keiahanan pangan dapai bedalar lai@r dan
berhasll baik perlu menetapkan Slandar Pelayanan Mtnimal
Bidang Ketahanan Pangan Prov nsi dan Kablpaten/Kota

: 1. Undang Undang Nonor 7 Tahln 1996 tenlang Pangan
(Lembarar Negara TahLn 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3656)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerntahan
Daerah (Lembaran Negara Tahh 2004 Nomor 125, Tambahan
LembaEn NegaE Nomor 4437) jrncto Uodang-Undang Nomor
12 Tahon 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan LehbaEn Negara Nofror 4844);

Peraluran Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 teniang Ketahanan
Panqan lLembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142. Tambahan
Lembaran Negara Nomo. 4254)

Peraturan Pemerntah Nomof 65 Tahun 2005 rentang Pedoman
Penyushan dan Penerapan slandar petayanan t\,,tin ma
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585)i



I

L

10.

5. 38 Tahun 2007 tenhng Pembagian
Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
82. Tambahan Lembaran Nega€

6 Pe'a$rdr Pemerrral NoTor !l Talun 2007 e.tang Orgarrsasl
Perdrg<ar Dae.rl 'Lembaran NeSara TahLl 2OO7 \ono. 89,
Tambahan Lembaran Nega.a Nomor4741)

Pefaluran Pemerlniah Nomor 6 Tahun 2OO8 teniang pedonan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara

Kepulusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 lenlang
Penbentukan Kabinet hdonesia Bersalu  ;

Peraturan Presiden Nomor 4T Tahun 2009 lenlang pembenlukan
dan Organisasi Kementerian Pertanian:

Peraiu€r Presden Nomor 24 Tahun 2O1O tentans Kedudukan.
Tugas dar Fungsi Kementerian Nesaa Sen-a susunan
Org.1 isds lugas da.  F lngsr  Lseor  lhpne.eaan NFgdra

Peraturan lvlenteri Pertanian Nomor oi/permenian
/OT 140/1012010 teniang Organ sasidan Tata Keria KemenEnan
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Peraluran Pemenniah Nomor
Urusan Pemerlntahan Antara
Provinsi,dan Pemerintahan
Negara lahon 2007 Nomor
Nomor4737)

1 1

Hasil rekomendasi Sidang Dewan Penimbangan Otonomi Daerah
langgal  l2Agustus 20101

MEr',4UTUSKAN

PERATURAN ]\,IENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR
PELAYAN l\4lNllMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROV|NSI
DAN KABUPATEN/KOTA,

BAB ]
KETENTUAN Ul'/lUlvl

pasat 1

Oalam Peraluran ln yang dlmaksud denganl

1 Keiahanan Pangan adaah kondisi iepenuhinya pangan bagi rlhah tangga yang
le.cermin dari lersedianya pangan yang cukup, baik jumtah maupon mutunya, ama;,
meraia dan teiangkau.

2. Siandaf Pelayanan Minimat (SpM) adatah ketentlan tentang jenis dan motu
peEyanan oasar yang merupakan urLsan wajib daerah yang berhak diperoteh seiiap
warga secara mrnrmat.

3. Standar Pelayanan [,linimat Bidang Keiahanan pangan ada]ah kelentuan tentang
lenis dan mulu pelayanan dasar yang merupakan orusan wajtb daerah yang behak



I ,

diperoleh seUap warga secara minimal, yang kuaLitas perepaiannya merupakar totok
ukur kneta pelayanan keiahanan pangan yang disetenggarakan oeh dae6h provinsl

9.

12.

3

6.

5.

Perayanan Dasar adalah jenis pelayanai
memenuhi kebutuhan dasaf masyarakal

publik yang mendasar dan mullak untuk
dalam kehdupan sosial, ekonomi, dan

Pelayanan Dasar Bdang Ketahanan Panljan adatah peayanan dasar untuk
mewujudkan kele6ediaan panqan yang cukup aman. bermutu bergizidan beragam
serla te6ebar merata d seluruhwilayah dar te4angkau oleh daya bet masyarakat

Indkaior SPM adalah took uklr prestasi kuaniiratif dan kua itatif yang digunakar
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuh dabm pencapaian
sPM be.Lpa rasJka. proses, hdsr ddn/arar rar-aal petavalan.

Balas waklu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis petayanan
bdang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nitai yang

Lembaga Ketahanan Pangan Provins adalah tembaga yang menyetenggarakan
urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan panqan

Lembaga Keiaharan Pangan Kabupaten/Kota adatah tembaga yang
menyelenggarakan urlsan Pemerinlahan Kabupaten/Kota d bidang ketahanan

10. Pemerintah Pusal selanjutnya dseblt Pemerinlah adatah Presiden Repubtrk
Indonesia yang memegarg kekoasaan peme.intahan neqara Repubtik Indonesa
sebagaimana dimaksld dalam Undang-Undang Dasar Neqara Republik Indonesia

Pemerintah Daerah adalah cubernlr dan BupatiMatkota dan perangkal daerah
sebaga unsurpenyelenggara pemeintahan daerah.

Pemerinlahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemertntahan oieh
Pemerntah Daerah dan DPRD menurut asas otonomidan lugas pembanluan dengan
prinsip Negara Kesatuan Republk lndonesa sebagaimana dimaksld datam Undang
Undang Dasar Republik Indoresia.

BAB II
STANDAR PELAYANAN I\4IN]IVIAL
BIDANG KETAI']ANAN PANGAN

Stan&r Pelayanan Minima (SPM) Bidang Ketahanar Pangan terdirt aias SpM Btdang
Kelahanan Pangan Pemerintah Prov nsidan Pemerrtah Kabupalen/Koia

Pasal 3

Dalam ha kelentlan SPIM Bidang Ketahanan Pangar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2, dilentukan 4 (empai)jenis perayaian dasar:

1. Ketercediaan dan Cadargan Pangan
2 Dis l r ibus idanAksesPangan;

3 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;dan
4. Penarganan Kerawanan Pangan
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Pasal4

(1) Peayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebasaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diselenggarakan oleh Pemeiniah Daerah Provinsi dan Pemednlah Dae€h

(2) Kelenloan lebih lanjut sebasaimana dimaksud pada ayal (1) dijabaftan dalam bentuk
indikator kinerja uniuk rarget capaiar Tahun 2015.

Pasal5

Penjabafan indkalor kneda Pemernlah DaeEh Povinsi dalam targel capaian iahun
2015:

a. Kelersed aan dan Cadangan Pangan
Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015

b Dshibusidan Akses Pangan:
KeleFediaan infomasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun
2Q15.

c. Penganekaragaman dan Keamana. Pangan
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahln 2015.

d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 600/0 pada iahun 2015

Pasal 6
Penjabaran indikalorkineda Pemerinrah Dae€h Kabupaten/Kota larget€paian 2015

a. Kele6ediaan dan Cadangan Pangan:

1. Kelersediaan energidan prolein pei<apila 90% pada tahun 2015;
2 Pengualan cadangan pangan 60% pada tahun 2015

b. Disrribusl dan Akses Pangan:

1 KeieFediaan iniomasl pasokan, harga dan akses pangar di dae6h 90% pada
lahun 2015i

2 Slabiitas harua dan pasokan pangan 90% tahun 2015

c. Penganekamgaman dan Keamanan Pangan

1 Pencapaian skof Po a Pangan Harapan (PPH) S07o pada iahun 2015
2. Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 80% pada iahun 2015

d Penanganan Kerawanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan 60% padatahun 2015

BAB III
PENGORGANISASIAN

PasalT

(1) Gubemur benanggung iawab penLh atas penyelenssaraan sPM Bdang Ketahanan
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 yang diaksanakan oteh peEngkat
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(2) Bupati^4/alikota berlanggung jawab penuh aras penyetenggaraan SpM Bidang
Kelahanan Pangan sebasaimana dimaksud daam pasa 6 yang d taksanakan oteh
perangkat daerah kabupaten/kota.

pasa I

(1) Ketentuan lebh laniut sebagaimana dimaksud datam Pasat 6 secara operasional
dikoord nasikan oleh Badan/Ka.tor Kelahanan Pangan Daerah provtnsi dan Daerah

(2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan pangan ditaksanakan oeh peiangkat
daeEh yang mempunyai kualifikasi dan kompeiensi di b dangnya.

BAB V
PELAKSANMN

Pasal9

(1) SPIV Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud datam pasat 5 dan 6
merupakan acuan dalam perencanaan prog€m pencapaan targel standar petayanan
minimal, baik oleh Peme.inlah DaeEh Provinsi maupun pemedntah Daerah

(2) Perencanaan program pencapaiar target sebagamana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanalan secara berlahap sesuai petunjuk teknis SpM Bidang Ketahanan

BABV
PELAPOFIAN

Pasat l0

(1) Gubernur dan Bupati,l/Valikoia wajib menyampaikar aporan teknis tahunan kineia
pene€par dan pencapalan pelayanan letahanan pangan kepada tvente pertanian
melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan

(2) Kepala Badar Ketahanan Pangan atas nama Mented Pertantan meakukan
pembrnaan dan pengawasan tekr s penerapan sPM B dang Ketahanan pangai.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

pasat 11

(1) Untuk mentamin pelayanan dasar kepada masyarakat diakukan monitorins dan
evalasr alas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Daefah sesuai peEiurar
perundang-!ndangan yang benaku.

(2) lvoniiodns dar evaruasi sebasalmana dimaksud datam ayat (1) dlakukan oteh
Gubernur sebagai Wakit Pemerintah di Oaeah.

Pasal12

Hasi aonrroing oar evalLasr oeneEodn oan oencapa,an SptM Broanq hetaharal pangal
sebaoamara d i ra(s ld  oa lam Pasa ' ' l  d i_adi^ar  ba lan
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a. masukan bagi pengembangan kapasilas pemerirtah daeEh datam pencapaian SpM
Bidang Kelahanar Pangani

pertnbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan sPM Bidang Ketahanan

oertmbanqan daldr ppnoeriar oelgl-a3rel bagr oarenrrdh daerah ydrg
Derpi es|asr ca.gal ba |. <eclaioe atLrar .F.Lrdaro I rr19.r ya! o^rta,L dan

perlmbangar dalam memberikan sanksi kepada pemerintah Kabuparen/ Kota yang
ldak berhasil mencapal SPlvl Bidang Kerahanan pangan dengar batk datam batas
waklu yang dilelapkan dengan mempeftnnbangkar kondis khosus Daerah yarg
oeFargklran sesuar peraturan perurdan9-Lndangan yang bertaku

BABV]I
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal  13

(1) Tndak anjul hasil monitorng dan evalasi aias penerapan dar pencapaian SpM
Bidang Ketahanan Pangan provinsi dan kabupalen/kola, ditakukar penaembangan
kapaslas u.tLk merdukung penerapan dan pen€paian SpM Bidang Ketahanan

(2) Pengembangan kapasitas ontuk mendukung penerapan dan pencapaian SpM Bidang
Ketahanar Pangan sebaganana dimaksod pada ayal (1) diaksanakar oteh Kepa;
Bdoai helahalan oarga. r'r5 raad Ve{pr, PerldlEr

Pasai l4

(1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud datam Pasat 13 diakukan metatui
peningkalan kemampuan sistem ketembagaan, personit dan keuangan, baik oeh
Pene.inlah ma!pun Pemeriniah Daerah

(2) Peningkalan kemampuan sistem kelembagaan, person tdan keuangan sebagamana
dimaksld pada ayat (1) diakukan mea! pemberan orieniasiumlm petuntuk teknis
bimblngan leknis, pendldikan dan petaUhan. dan/alau banluan iannya.

BAB VIII
PENOANAAN

pasat is

Pendanaan unluk penyusunan, penelapan, pelaporan monitoring dan evauasi,
pemDrnaan oan pengawasan, pembansunan ststem dan/alau sub sstem inlormasi
nanajemen, sena pengembangan kapasitas guna mendLkung penyetenggaraan SptM
Bdang Kelahanan Pangan yang menjadi tugas dan tanggung tawai pemerinlah,
dbebankan pada AnggaEn Pendapatan dan Betanja Negara (APBN) Kemenlerai

Pasal l6

Dedardal rnrLl pereraDal per!dodrdr krnela^a,oel. pptaDo,dr ro.trori19 oar
dan per gawdsdr ppnbrnsural suo qser manaiemen sera

pengembangan kapasilas yang menjad tugas dan tangglng jawab pemerinlahan daeah
dibebankan pada Anssaran Pendapaian Beranja Da;rah iApBD) provnsi dan
kabupalen/kola sesual kewenansannVa.



BAB ]X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal lT

(1) Pemblnaan ieknis penerapan dan pencapaian SPIM Bdans Ketahanan Pangan
dilakLkan sesLa pelunjuk teknis.

(2) Pembinaan lekns sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada
Gubernur seaku wakil Pemerntah di daerah, setelah dikoordlnasikan dengan
Kementerlan Dalam Negeri

BAB X
KETENTUAN LA N-LAIN

Pasal lS

(1) Kepala Badan Kelahanan Pangan atas nama lMenle Penanian dibantu nspeklur
Jenderal Kementerian Perlanian meakukan pengawasan teknis atas penebpan dan
pen@paian SPM Bidang Ketahanan Pangan pemernlahan daerah.

(2) Gubernur selaku wakil Pemerntah di Daerah metakokan oenoawasan ieknis atas
penerapa. dan percapaEr SPIM Bidaro ieuhandl Pd.qar P.;iri

(3) BupatA^/alikota fielakukan pengawasan teknis alas peneEpan dan pen€paian SP[,t
Bidang Kelahanan Pangan Kabupalen/Kota

Pasal l9

Di uar jenis pelayaian dasar sebagaimana dmaksld dalam Pasa 3 provnsi dan
kabupalen/kola terlentu wajib menyelerggarakan jens peLayanan sesuai kebutuhan,
karaklerisl k, dan potensidaeah.

Pasal20

SPI',I bdang ketaharan pangan sebagaimana dimaksud daam Pasal 5, dan Pasal 6,
diberakukan juga unluk Daerah Khusus lbukota Jakana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal2 l

Ketentuan lebih anjut Pembinaan lekns yang dibual Kemenlerian Pedanian daam
Pelaksanaar SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana terampn, merupakar bagian yang tidak terp sahkan datam
peraluran ini, yang terdiriatas:

1. Lampi.ar L Petonjuk Teknis Standar Pelayanan Mnimat Bdang Ketahanan Pangan
Provinsi dan Kabupaien/Kota.

2 LampiEn ll. Peiunjok Teknis Perencanaan Pembiayaan Pen@paian Srandar
Pelayanan M nimal Bidang Kelahanan Pangan Prov nsi dan Kabupaien/Kota.

3 Lampnan lll. Penjebsai l',lodu Pembiayaan Standar Pelayanan [4nima B]dang
Kelahanan Pangan Pmvins dan Kabupaten/Kota.
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4. Lampiran lV. St6ndar Pembiayaan Standar Pelayanan [,tinimat Bidang Ketahanan
Pangan Prcvind dan Kabupat€nl(ola.

pasat 22

PeEtulan inilnulaibe alru pada tanggat diundanskan.

Agar seliap orang mengetahuiny?, Pe€turan Mented penanian ini diundangkan denganpenemDalarnya dalam Berita N€gaE Repubrit tdonesra

IllENTERI PERTANIAN,

Ttd

SUSWONO
Diundangran diJakada
pada tanggal 28 De*mb$2010

MENTERIHUKUM DAN HAM
REPUBLIK INOONESIA,

Ttd

BERITA NEGARA REPUBLIK INOONESIA TAHUN 2O1O NOlltOR 670




